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TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
menyebutkan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban
untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum
dan setelah menjabat;
bahwa dalam rangka optimalisasi penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dan sebagai tindak lanjut Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian
dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Surat
Gubernur Jawa Tengah Nomor : 700/0000702/2019 tanggal
14 Januari 2019 perihal Penetapan Wajib LHKPN di Lingkungan
Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian
penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

>

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pejabat yang Berwenang, yang disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan

pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau
anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam
pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan
lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
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23.

(1)

(2)

Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara,
baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau
pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi
mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data
salinannya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya
disingkat BKPPD adalah perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada
dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara
Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi
kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara
dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan,
kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara
dengan LHKPN.

BAB II
WAJIB LAPOR

Pasal 2
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib
melaporkan harta kekayaan.
Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bupati Cilacap:
b. Wakil Bupati Cilacap;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

o

Pejabat Administrator (Eselon III);
Pejabat Pengawas (Eselon 1V);
Direktur RSUD Cilacap;

Direktur RSUD Majenang;

5@t o

Jajaran Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah;

[y

Auditor; dan

j- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

BAB III
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara wajib mengisi dan
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi e-LHKPN Komisi
Pemberantasan Korupsi, pada saat :
a. Menduduki jabatan untuk pertama kali;
b. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya

masa jabatan atau pensiun; dan
d. Masih menjabat.
Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
Wajib lapor yang akan memasuki masa pensiun wajib melaporkan LHKPN 3
(tiga) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
Format dan dokumen pendukung LHKPN yang disampaikan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK.
Penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman
resmi KPK.
Wajib lapor akan menerima tanda terima apabila LHKPN yang disampaikan
sudah diperiksa secara administratif dan dinyatakan lengkap oleh KPK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Wajib lapor dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk

melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.



(9)

(1)

(2)

(3)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib dilaksanakan oleh
Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah
Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan
menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media pengumuman
resmi Pemerintah Kabupaten Cilacap baik secara elektronik di laman maupun
non elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan
oleh Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(UPLHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Cilacap.

Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN,
Sekretariat UPLHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
BKPPD Kabupaten Cilacap.

Dalam melaksanakan tugasnya UPLHKPN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan

Pemeriksaan LHKPN KPK.

BAB IV
SANKSI

Pasal 5
Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak
menyampaikan LHKPN sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan,
dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur Disiplin bagi PNS.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI ACAP,

Diundangkan di Cilacap TATTO SUWARTO PAMUJI
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETAR
KABUP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 81
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